
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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f 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) ;  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4879); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) ;  

13 .  Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 

Cipta kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012  ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 



17.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2010 tentang system Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

19.  Peraturan Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177) ;  

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

22 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 1 0  

ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165) ;  



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanann Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178);  



29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  

Tahun 201  7  ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomoe 1781 ) ;  



35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 1  Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  ten tang 

Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 1  Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 9 Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 1  Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 

Kepulauan Anambas Nomor 1 1 ) ;  

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Kepada Bank Riau Kepri dan Perusahaan Daerah 

Kebupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 

1 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 

Kepulauan Anambas Nomor 19);  

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 53); 



40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 77); 

4 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2020 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas; 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom; 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah; 

6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan Pemerintah Daerah yang 
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya 
ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang 
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya 
dalam satu periode pelaporan; 

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran 
lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 

8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 
Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada 
tanggal tertentu; 

9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar 
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu priode pelaporan; 

10.  Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas 
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama priode 
tertentu; 

1 1 .  Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 

12 .  Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan 

yang memadai; 

13 .  Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar informasi keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dalam satu priode 

pelaporan. 

Pasal 2 

( 1 )  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

yang terdiri atas : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c . Neraca; 



d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilampiri 
dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 3 

( 1 )  Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1 )  huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  
Desember 2019 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

Surplus/Defisit 
c. Pembiayaan 

Penerimaan 
Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Silpa 

Rp.816.788.855.634, 18 

Rp.869.734.988.650,27 

(Rp. 52.946.133.016,09) 

Rp. 64.542.282.973,40 
Rp. 1 .500.000.000,00 
Rp. 63.042.282.973,40 
Rp. 10 .096.149.957,31 

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp 30.156.645.864,42 dengan rincian sebagai berikut; 
1 .  Anggaran Pendapatan 

setelah Peru bahan 
2. Realisasi 
Selisih Lebih/ (Kurang) 

Rp. 846.945.501.498,60 
Rp. 816.788.855.634,18 
(Rp. 30.156.645.864,42) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja 
Rp 40.193.899.294,73 dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  Anggaran Belanja 

setelah Peru bahan 
2. Realisasi 
Selisih Lebih/ (Kurang) 

sejumlah 

Rp. 909.928.887.945,00 
Rp. 869.734.988.650,27 
(Rp. 40.193.899.294,73) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp 58.596.527,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 64.483.386.446,40 
2. Realisasi Rp. 64.542.282.973,40 
Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 58.596.527,00 



d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.500.000.000,00 
2. Realisasi Rp. 1.500.000.000,00 

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 0,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat ( 1 )  huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  

Desember 2020 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 63.983.386.446,40 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

sebagai penerimaan Tahun Berjalan Rp. 63.983.386.446,40 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA) Rp. 10.096.149.957,31 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 

Sebelumnya Rp. 0,00 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 10 .096.149.957,31 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 )  huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 2019 sebagai berikut : 

a. Jumlah A set Rp. l .  980. 524. 4 76. 318,22 

Rp. l.978.959.352.436,22 

Rp. l .  980.524.4 76.318,22 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 

Pasal 6 

Rp. 1 .565.123.882,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 857 .557.494.288,49 

Jumlah Behan Rp. 753.630.515.155,37 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi Rp. 103.926.979.133, 12 

Surplus/Defisit dari Kegiatan 

Non Operasional Rp. 281 .041 .875,00 

Surplus/Defisit Sebelum 

Pos Luar Biasa Rp. 104.208.021.008, 12 

Pos Luar Biasa Rp. (29.074.357.387,00) 

Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 75.133.663.621,  12 

f. 

g. 

e. 

d. 

C. 

b. 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 )  

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 2019 

sebagai berikut: 

a. 



Pasal 7 

Rp. 816.755.029.400,18 
Rp. 709.986.517.372,35 
Rp. 106.768.512.027,83 

Jumlah Arus Kas Keluar 
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  huruf e 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 2019 adalah 

se bagai berikut : 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi : 
Jumlah Arus Masuk Kas 

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan: 
Jumlah Arus Masuk Kas Rp. 0,00 
Jumlah Arus Keluar Kas Rp. 161.248.471.277,92 
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (161.248.471.277,92) 

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan : 
Jumlah Arus Masuk Kas Rp. 558.896.527,00 
Jumlah Arus Keluar Kas Rp. 558.896.527 ,00 

-=------------- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ 
Pembiayaan Rp. 0,00 

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran: 
Jumlah Arus Masuk Kas Rp. 59.700.975.971,00 
Jumlah Arus Keluar Kas Rp. 59.720.391.802,00 
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 19.415 .831 ,00 

e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

J .  

k. 

1. 

Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas 
Selama Periode Rp. (53.906.652.320,09) 

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di 
Bendahara Pengeluaran Rp. 64.002.802.277,40 

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di 
Bendahara Pengeluaran Rp. 10.096.149.957,31 

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00 

Kas di Puskesmas FKTP Rp. 0,00 

Kas di Bendahara BOS Rp. 0,00 

Kas Lainnya Rp. 0,00 

Saldo Akhir Kas Rp. 10.096.149.957,31 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat ( 1 )  huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 
2019 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. l.893.592.983.371,80 

b. Suplus/Defisit - Laporan Operasional Rp. 75 .133.663.621 ,12 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 



Kesalahan Mendasar 

d. Ekuitas Akhir 

Pasal 9 

Rp. 10.232.705.443,30 

Rp.1 .978.959.352.436,22 

Cata tan atas La po ran Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat ( 1 )  huruf g yang memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

( 1 )  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu terdiri dari 

a. Lampiran I 

Lampiran I. 1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

Laporan Realisasi Anggaran 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah Untuk Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Orgnisasi, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; dan 



h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j .  Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

Daftar Rekapitukasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih; 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVI II :  Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 

Berikutnya; 

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

(2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 1 1  

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2020 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 12 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas. 

s 

IS DAERAH 

Ditetapkan di Tarempa 
� pada tanggal 13 Agus s 2021 
--i BUPATI KEPULAU N ANAMBAS, / 

' A  ,  HUl{-Uf� --{---- t 

PARAF KOORDINAS 

2. 

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal 13 Agustus 2021 

KABUPATEN KEPULAU 

# 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 
NOMOR 83 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
ANAMBAS, PROVINS! KEPULAUAN RIAU ( 1 , 18/2021 )  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

1 .  PENJELASAN UMUM 

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul 

hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga 

perlu dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan 

subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan 

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, penyampaian 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur dalam Pasal 194 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Pasal 298 ayat (1 )  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 

(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan dipertegas dengan 

ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1 )  memuat laporan 

keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 

arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran 

lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan 

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah. 



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 1 1  

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 83 


